
BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO

NOMOR * TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP

DESA DI I(ABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI SITUBONDO,

bahwa scbagai pclaksanaan kctcntuan Pasal 12 Ayat (t3)

Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Dcsa yang bersumber dari Anggaran

Pcndapatan dan Bclanja Ncgara, dipandang perlu

mcnctapkan Pcraturan l3upati tcntang Tata Cara Pembagian

dan Penetapan l3esaran Dana Desa setiap l)csa di

Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tcntang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi .Iawa Timur (Lembaran Negara

Rcpublik Indrtnesia Tahun 1950 Nomor 79, 'lambahan

Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 9 dan
Bcrita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1950 Nomor

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2'lahun 1965 (Lcmbaran Ncgara Rcpublik
Indoncsia'['ahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Ncgara Itcpublik Indoncsia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tcntang

Program Pembangr-rnan Nasional (l,embaran Negara

Rcpublik Indclnesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan

Lcmbaran Ncgara ltcpublik Indoncsia Nomor aa2l );
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3. Undang-Undang Nomor 17 'Iahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Ite publik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, 'lambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor a286);

4. Undang-Undang Nomor 1 'lahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Nc,'gara (l,embaran Negara Republik
Indoncsia 'lahun 2OO4 Nomor 5, 'lambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 25'lahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor LO4, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor aa21);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara ltepublik
Indoncsia 'lahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor aa3$;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang
Rcncana Pcmbangunan .Jangka Panjang Nasional
Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 'lambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aTOO);

U. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia'lahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5aO9 );

9. Undang-Undang N<lmor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Itepublik Indonesia 'lahun 2014
Nomor 7 , 'lambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5539);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587);

1 1. Pcraturan Pemerintah Nomor 28 'lahun 1972 tcntang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Peme rintah Dae rah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2e8e);

72. Peraturan Pemerintah Nomor 55 'lahun 2OO5 tentang
Dana I)crimbangan (Lcmbaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Rr:publik Indonesia Nomor a575);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengek>laan Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 74O, 'lambahan
Lcmbaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor a57 8l;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang*Undang Nomor 6
'lahun 2O14 tentang l)esa (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'lahun 2OI4 Nomor 123, 'lambahan
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5539);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
scbagaimana tclah bcbcrapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
'lahun 2Ol I;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8
'lahun 2006 tcntang Susunan Organisasi dan 'lata
Kcrja Pcmcrintah Dcsa (Lembaran Dacrah Kabupatcn
Situbondo Tahun 2007 Nomor U);

LT . Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12

Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2OO7 Nomor l2l;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Dcsa
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2OO7
Nomor 13);

19. Pe raturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 'lahun 2006
Nomor 17)l;

20. Pcraturan Dacrah Kabupatcn Situbondo Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Dacrah
Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 200[J Nomor 2);

2I. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2OLO
tcntang Rencana Pcmbangunan .Iangka Mcncngah
Dacrah (RRJMD) Kabupatcn Situbondo Tahun 2O11-
201 5 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 'lahun
2O7O, Nomor 85) scbagaimana tclah diubah dcngan
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2014
(Lcmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014,
Nomor 54).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
DI I(ABUPATEN SITUBONDO.

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1 . Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemcrintah Dacrah adalah Pcmcrintah Kabupatcn

Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Ncgara Kcsatuan Republik Indoncsia se suai
dengan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Kccamatan adalah wilayah kcrja Camat sebagai
perangkat daerah Kabupatcn Situbondo.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pcmcrintahan Ncgara Kcsatuan Rcpublik Indoncsia dan
berada di Kabupaten Situbondo.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan
pcmerintahan oleh Pcmerintah Desa dan BPD dalam
me ngatur dan mcngurus kepentingan masyarakat
setcmpat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pcmcrintahan Negara Kcsatuan Republik Indoncsia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dcsa yang
selanjutnya disebut APBDesa adalah Anggaran
keuangan tahunan Pcmerintahan Desa yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pcmerintah Desa dan Badan
Pcrmusyawaratan Dcsa (BPD) yang ditetapkan dcngan
Peraturan Desa.

10. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran
Pcndapatan dan Bclanja Ncgara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pcndapatan
dan Belanja I)aerah Kabupaten dan digunakan
untuk membi ayat penyelenggaraan pemerintahan,
pclaksanaan pcmbangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
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1 1. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Negara yang
dialokasikan kepada Daerah untuk mcndanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibcrikannya Dana Dcsa adalah untuk membiayai
penyelcnggaraan pemerintahan, pembangunan,
pcmberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Pemberian Dana Desa bcrtujuan untuk :

a. menanggulangi kemiskinan dan menguranSli
kesenjangan;

b. meningkatkan pcrencanaan dan penganggaran
pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan
masyarakat;

c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial

budaya dalam rangka mcwujudkan peningkatan sosial;
c. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
f. meningkatkan pclayanan kepada masyarakat desa

dalam rangka pcngcmbangan kcgiatan sosial dan
ckonomi masyarakat;

fI. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong
royong masyarakat, dan;

h. meningkatkan pcndapatan desa dan masyarakat dcsa
melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB III
SUMBER DANA DESA

Pasal 4

Sumber Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja
Pusat Nonkementerianf Lernbaga scbagai Pos Cadangan l)ana
Dcsa.
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BAB IV
RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA

DANA DESA
Pasal 5

Rumus Dana f)esa dipergunakan untuk menghitung besarnya
Dana Desa untuk setiap Desa.

Pasal 6

Rumus dasar penetapan Dana Desa setiap Desa sebagai
berikut:

DANA DESADs531;1

= DANA DESA Kab x Round -,rrl

i

n
DANA DtrSAuesa(i)

DANA DESAKab
Round

P JPi+2}%xP LWi+50%xP KPS i )xP! KG i

z',,., 
[30%x 

pJ p i+20%xp LWi+50%xp Ke s i )xp r KG i]

I ,2,3,4,5,. .. . .., fl
Banyaknya desa dalam 1 kabupaten
Bcsaran Dana Dcsa untuk dcsa kc-i
Besaran Dana Desa Kabupaten
Pcmbulatan angka desimal secara
konsisten, sehingga jumlah seluruh
pcmbulatan angka mulai dari dcsa kc-i
sampai dcsa kc-n bcrnilai lOO o

Proporsi jumlah penduduk untuk desa
kc-i
Proporsi luas wilayah untuk desa kc-i
Proporsi pcmcgang KPS untuk dcsa kc-i
Proporsi IKG untuk desa ke-i

I'JPi

PLWi
I'KPSi
PIKGi

(1)

Pasal 7

Resaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan :

a. jumlah penduduk desa;
b. luas wilayah desa ;

c. angka kemiskinan desa; dan
d. tingkat kesulitan geografis desa.
Besar penerimaan Dana Desa masing-masing Dcsa
setiap tahunnya scbagaimana dimaksud pada Ayat ( 1)

ditetapkan dengan Kcputusan Bupati.

(2)
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku
diundangkan.
Agar sctiap orang me nge tahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
dalam Bcrita Dacrah Kabupatcn Situbondo.

pada tanggal

mcmcrintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggat :1 5 JAN 2015

BUPATI SITUBONDO,

I)iundangkan di Situbond<r
pacla Langgal [ 5 JAN Zlfi

SEKRETARIS DAERAH
I(ABUPATEN SITUBONDO,

W
SYAIF.ULLAH

BERITA DAERAH I(ABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2OI5 NOMOR 9'

DADANG WIGIARTO


